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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N 

Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  xxxxxxxxxxx,  agama  Islam,

pekerjaan  Petani/Pekebun,  pendidikan  SD,

tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat  dan  tanggal  lahir  xxxxxxxxxx,  agama  Islam,

pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan

SD,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Muara

Enim,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

14  Desember  2023 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Prabumulih pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

359/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal  xxxxxxxxxxxx,  Tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kota
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Prabumulih,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : xxxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka,

dan Termohon berstatus Perawan. Perkawinan tersebut dengan wali nikah

adik  kandung  ayah  Termohon  yang  bernama  adik  kandung  ayah

termohon dan mas kawin berupa Uang Rr. 50.000 dibayar tunai;  

3. Bahwa,  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

Pemohon  beralamat  di  Kota  Prabumulih,  Provinsi  Sumatera  Selatan,

sampai dengan berpisah;  

4. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak:    

4.1.    Anak I Pemohon dan Termohon, xxxxxxxxxxxxx,   Umur

15 Tahun, Pendidikan SMP kelas 3;

4.2.    Anak II Pemohon dan Termohon, xxxxxxxxxx  Umur 9

Tahun, Pendidikan SD kelas 3;

 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon; 

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun  pernikahan,

akan tetapi pada pertengahan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon adalah: Bahwa  Termohon  telah  menikah  lagi  dengan  pria

idaman lain dan telah mempunyai 1 orang anak;  

7. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  Pemohon

mengantarkan  Termohon  pulang  ke  rumah  paman  Termohon  pada

November 2021 sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

sampai dengan sekarang;  

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
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Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Prabumulih  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua  Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan  Agama  Prabumulih  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum

tetap; 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Pendukuk  Nomor  xxxxxxxxxx  bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih Provinsi

Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani /

Pekebun,  bertempat  tinggal  di  Kota  Prabumulih.,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal  di

rumah Pemohon di Prabumulih sampai dengan berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

berada dalam asuhan Pemohon; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi

sejak tahun 2021; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena Termohon telah 2 (dua) kali bersellingkuh dengan laki-

laki lain yang benama Sawer dan bahkan Termohon dan selingkuhannya

tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak; 
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- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  pernah  mendengar  langsung

Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga pernah melihat anak

hasil perselingkuhan Termohon dengan selingkuhannya; 

- Bahwa setahu saksi  penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon

hanya karena Termohon berselingkuh; 

- Bahwa saksi  tidak  pernah melihat  langsung akan tetapi  saksi  pernah

diberi  tahu  oleh  anak  Pemohon  dan  Termohon  bahwa  ia  melihat

Termohon sedang berduaan dengan laki-laki di kebun; 

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut; 

- Bahwa  saksi  lupa  tepat  nya  kapan  Pemohon  dan  Termohon  mulai

berselisih, yang saksi tahu sekitar pertengahan tahun 2021; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir

2021 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon; 

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa  saksi  sudah  pernah  menasehati  Pemohon  dan  Termohon  ,

namun tidak berhasil;  

Saksi 2,  umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani /

Pekebun,  bertempat  tinggal  di  KotaPrabumulih.,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal  di

rumah Pemohon di Prabumulih sampai dengan berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar

tahun 2021; 
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon  karena  Termohon  telah  bersellingkuh  dengan  laki-laki  lain

yang benama Sawer dan bahkan Termohon dan selingkuhannya telah

menikah mempunyai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  pernah  mendengar  langsung

Pemohon dan Termohon bertengkar; 

- Bahwa setahu saksi  penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon

hanya karena Termohon berselingkuh; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  langsung  Termohon  berselingkuh,

namun  saksi  mendapat  cerita  dari  keluaraga  saksi  di  tempat  tinggal

Termohon  saat  ini  bahwa  Termohon  telah  menikah  lagi  dengan

selingkuhannya tersebut;   

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir

2021 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon; 

- Bahwa setahu saksi  selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun

tidak berhasil;  

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang

ternyata  subjek  hukum  dalam  perkara  ini  adalah  beragama  Islam,  maka
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berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  tentang

perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri  ke persidangan, sedangkan

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  serta  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon

disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  maka  Termohon  harus  dinyatakan

tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai

(vide  bukti  kode  P.2),  maka  keduanya  memiliki  kepentingan  hukum  untuk

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

mediasi  sebagaimana  dikehendaki  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon,

yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam

duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon

adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana

ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
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tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa Termohon  tidak pernah hadir  dalam persidangan

sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal

149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara

ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah

Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap

Pemohon  tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan

tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon

dan Termohon  masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah

bercerai,  (2).  Antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  tersebut  tidak  ada  harapan  untuk  rukun

kembali;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  yang diajukan oleh Pemohon,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  bahwa  Pemohon  merupakan

warga  Kota  Prabumulih,  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  (P.1)  dan  untuk

membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan

yang  sah  dan  belum  pernah  bercerai,  dalam  persidangan  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan

oleh Pemohon,  Majelis  Hakim menilai  bahwa alat  bukti  tersebut  dikeluarkan
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oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan

aslinya  dalam  persidangan  ternyata  sesuai  dengan  akta  aslinya,  dengan

demikian alat  bukti  tersebut  telah memenuhi  persyaratan formil  sebagai  alat

bukti  autentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat,  sesuai  ketentuan  Pasal  1868,  1870,  1888  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 patut dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon merupakan warga Kota Prabumulih dan berdasarkan bukti P.2

terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara

sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai,  oleh

karenanya telah terbukti  bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri

yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan

Termohon  berkualitas  hukum  untuk  bertindak  sebagai  pihak-pihak  yang

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa  sehingga

tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  harus  didengar  saksi  dari  keluarga

atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  terhadap  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon  ke

persidangan,  Majelis  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai  usia  di  atas  15  tahun,  cerdas  dan  boleh  didengar  sebagai  saksi

dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

dengan  Pemohon  maupun  Termohon,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak

mempunyai  kepentingan  terhadap  perkara  ini  dan  memberikan  keterangan

masing-masing secara terpisah di  bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang  dihadapkan  Pemohon di  bawah

sumpahnya  menerangkan  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

serta  telah  diupayakan perdamaian namun tidak  berhasil,  bahkan Pemohon

dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal,  keterangan  tersebut  saksi-saksi

ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi

tersebut  saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta

mendukung kebenaran dalil  permohonan Pemohon,  maka keterangan saksi-

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana

dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat

ditemukan fakta  hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  meskipun  sudah  pernah  diupayakan  damai

namun tetap tidak berhasil rukun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon

sudah  pisah,  dan  Majelis  Hakim  di  setiap  persidangan  telah  mendamaikan

Pemohon  agar  rukun  kembali  dengan  Termohon  tetap  tidak  berhasil,  hal

tersebut merupakan  qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim

bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun

lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  dalil

permohonan  Pemohon  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan

untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya  sering  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia,  yang  penuh  rahmah  dan  kasih

sayang  seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah

satu  atau  kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  pakar

Hukum lslam yang termuat  dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni  fii  ath-
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Thalaq  yang  menyatakan,  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika

rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  isteri-suami  dalam

“penjara”  yang  berkepanjangan,  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang

bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi

ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga

permohonan  Pemohon  harus  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  dihadapan

sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

123  Kompilasi  Hukum Islam,  akan  ditetapkan  setelah  putusan  izin  cerai  ini

berkekuatan  hukum  tetap,  dengan  memanggil  masing-masing  pihak

berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 
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1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;       

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;     

3. Memberi  izin  kepada Pemohon  (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu raj'i  terhadap Termohon  (TERMOHON)  di  depan sidang Pengadilan

Agama Prabumulih;                  

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);   

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag.,M.E sebagai

Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan  didampingi  oleh  Nurlinda  Sari,  S.E.,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag.,M.E

Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E., S.H.
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp  70.000,00

-  Panggilan : Rp 525.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp  10.000,00

-  Pemberitahuan Isi Putusan   :Rp355.000,00

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


